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BAB 1V
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro
bono bagi masyarakat, Peradi RBA Kabupaten Malang telah melakukan
komunikasi aktif terhadap berbagai elemen masyarakat, Aparat Penegak Hukum
(Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan aparat Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai
wujud dari visi dan misi organisasi ini. Terdapat 6 kasus hukum yang telah ditangani
secara pro bono terhitung dari tahun 2021 sejumlah 3 kasus, 2022 sejumlah 3 kasus,
dan 2023 sejumlah 1 kasus. Maka dari itu, kehadiran bantuan hukum pro bono ini
masth sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang
mampu secara ekonomi. Dengan adanya Peradi RBA Kabupaten Malang terbukti
dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak
secara berkeadilan. Namun dalam pelaksanaanya, setiap permohonan pro bono dari
masyarakat harus dinilai terlebih dahulu oleh Tim Penilai pro bono untuk
menentukan apakah permohonan tersebut dapat diberikan bantuan hukum atau
tidak. Apakah persyaratan sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Penilaian
kelayakan ini meliputi penilaian subjektif dan penilaian objektif. Dalam beberapa
situasi seseorang dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum pro bono
dengan alasan dan pertimbangan ketika tidak sesuai dengan keahliannya,
bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa diskriminasi SARA, HAM,
Gender), terdapat benturan kepentingan, sedang menangani kasus pro bono yang

dibuktikan dengan dokumen-dokumen, sehingga dikhawatirkan kasus pro bono
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tidak tertangani dengan baik dan telah melebihi kuota pro bono (50 Jam atau lebih).
DPC PERADI RBA Kabupaten Malang juga telah menjalin hubungan baik dengan
beberapa instansi seperti MUSPIDA Kabupaten Malang, Kejaksaaan, Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Ketua DPRD, dinas DP3A dan beberapa
instansi pendidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar proses
penanganan perkara. Dengan ini secara keseluruhan dari pelaksanaan bantuan
hukum pro bono pada Peradi RBA Kabupaten Malang ini telah berjalan sesuai
dengan peraturan dalam undang-undang sehingga visi, misi, dan tujuan untuk
memberikan bantuan hukum pro bono dari organisasi ini dapat tercapai. Juga
Peradi RBA Kabupaten Malang telah mencerminkan efektivitas yang tinggi dalam
memberikan akses keadilan bagi yang membutuhkan.

Terdapat dua macam kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-
cuma atau pro bono bagi masyarakat yang dialami oleh Peradi RBA Kabupaten
Malang, yakni kendala internal adalah pada hal biaya, waktu, dan kurang solidnya
tim pada waktu menjalankan tugas. Sedangkan kendala eksternal yakni stigma
buruk dari masyarakat itu sendiri dimana terdapat anggapan bahwa bantuan hukum
yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengacara tidak lebih baik dari bantuan
hukum oleh pengacara yang membayar. Meskipun pada kenyataannya, dalam
menjalankan tugas meskipun dilakukan secara cuma-cuma advokat memiliki kode
etik dimana mengatur tentang bagaimana ia harus bekerja untuk melayani klien
dengan baik dan maksimal. Meskipun demikian, Peradi RBA Kabupaten Malang
akan terus melakukan edukasi dan memberi pemahaman dengan sabar demi

menunaikan kewajiban profesi.
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4.2 Saran
a. Bagi pemerintah
Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan
atau monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap program bantuan
hukum pro bono guna memastikan bahwa bantuan ini berjalan dengan baik
dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sehingga nanti
apabila terdapat hal yang mengganggu efektivitasnya dapat segera
melakukan perubahan regulasi untuk memastikan relevansinya terhadap

kondisi sosial yang kian berubah.

b. Bagi advokat dalam organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang
Saran untuk para advokat dalam organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten
Malang yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan kinerja yang telah
baik seperti membentuk jaringan advokat pro bono, selalu dilibatkan dalam
sosialisasi publik dan berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak hukum mereka seperti mengedukasi bantuan
hukum dengan mengadakan seminar, diskusi publik, dan pendidikan
hukum, menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi dalam
melakukan pekerjaan pro bono. Dan diharapkan untuk dapat mengelola
waktu yang efisien dengan memperhatikan skala prioritas. Hal ini
dikarenakan advokat memiliki jadwal yang padat sehingga perlunya untuk
membagi waktu dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang

maksimal.
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Bagi masyarakat

Saran bagi masyarakat adalah hendaknya memperluas pengetahuan dan
memperdalam edukasi mengenai bantuan hukum. Dengan teredukasinya
masyarakat, akan memberikan berbagai dampak positif seperti menjadikan
masyarakat yang kritis, dan bahkan dapat membantu pemerintah dan para
advokat dalam memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas

bantuan hukum.
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